
BABI 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalab 

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terpenting bagi negara 

untuk membiayai pembangunan di ncgara ini karena diperlukannya dana yang 

amat besar dalarn pembiayaan operasional negara, baik untuk pembiayaan 

rutin maupun pembiayaan pembangunan. Dari tahun ke tahun peranan pajak 

dalam penerimaan negara, semakin meningkat. Bcrdasarkan data Direktorat 

Jenderal Pajak (OJP), realisasi penerimaan pajak tahun 2011 adalah sebesar 

Rp 872,6 triliun atau mencapal 99,3 persen dari target sebesar Rp 878,7 

triliun. Capaian target yang paling rendah adalah penerimaan jenis Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM (Pajak Penjualan alas Barang MeY..'llh) 

yaitu kurang Rp21 triliun dari target Rp298,44 triliun. Oleh karena itu, ke 

depan DIP akan lebih fokus pada usaha perbaikan administrasi dan 

pengawasan selctor usaha yang berhubungan dengan PPN terutama sel1or ritel. 

Apalagi target penerimaan pajak tahun 2012 dinaikkan menjadi 1.012,3 

triliun. 

Sektor rite! adalah salah satu segrnen dengan tingkat pertumbuhan paling 

cepat di banyak negara termasuk Indonesia. Sebagian besar peritel meliputi 

penjualan barang atau jasa dari pihak pembuat, penjual grosir/ partai besar, 

agen, importir, atau peritel lainnya dan menjualnya kepada konsumen untuk 

penggunaan pribadi. Harga yang dikenakan untuk barang-barang dan jasa 

lennasuk pengeluaran peritel dan termasuk laba. Setiap tahun, sektor vital dari 
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ekonomi ini menjadi sumber GNP (gross national product) yang tidak bisa 

dianggap remeh. 

Oengan semakin ketatnya pemturan perpajakan, pcngusaha tidak mungkin 

dapat menghindari pajak karena pajak dapat dikenakan langsung maupun tidak 

langsung kepada dirinya. Pajak dapat dikenakan melalui pemotongan atau 

pemungutan pihak lain ketika melakukan pembelian, bahkan dapat juga 

dilakukan ketika pengusaha menjual produk barang ataupun jasanya. Hal ini 

diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang 

Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Iasa dan Pajak Penjualan Atas Barang 

Mewah yang berlaku sejak l April2010. 

Oleh sebab itu Pengusaha seharusnya sadar dan berusaha memahami 

ketentuan perpajakan dengan benar agar kelangsungan hidup perusahaan tidak 

terganggu terutama dari sisi likuiditas perusahaan, dan pemenuhan kewajiban 

pelaporan dan pembayaran pajak secara self assessment terpenuhi dengan 

benar. Kuncinya adalah Pengusaha harus memahami ketentuan perpajakan 

sehingga dapat memanfaatkan peluang dan fasilitas yang ada dalam ketentuan 

perpajakan. 

Bcrpijak pada tingginya target penerimaan negam dari sektor pajak, 

khususnya Pajak Pertambahan Nilai, dan pemenuhan kew-ajiban perpajakan 

oleh Pengusaha, dengan fakta tersebut di atas, tulisan ini mencoba 

menjelaskan sejauh mana tax planning (perencanaan pajak) pada sektor rite! 

dapat diaplikasikan agar pemenuhan kewajiban perpajakan untuk pelaporan 
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